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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah memang tidak bisa kita lupakan. Maka apabila kita tengok 

kilas balik dalam sejarah, jauh beberapa abad sebelum dunia perekonomian 

mengenal alat bayar berbentuk uang, bentuk transaksi yang digunakan adalah 

sistem barter. Sistem barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang 

dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan 

sistem yang pertama kali dikenal di dalam perdagangan dunia (Kasmir, 2002 : 

12). 

Model transaksi barter sudah ada sejak zaman dahulu. Karena model 

transaksi inilah yang paling simple untuk dilakukan, tanpa perlu suatu alat 

bayar apapun. Dengan sistem pertukaran sederhana ini adalah awal dari 

bagaimana aktivitas perekonomian terjadi, keterbatasan daya seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri mendorongnya untuk 

bisa mendapatkannya dari orang lain dengan cara barter. Barter akan bisa 

terjadi apabila ada kesamaan keingingan untuk saling tukar menukar dan ada 

barang yang sama-sama diinginkan oleh kedua belah pihak atau lebih 

sehingga bisa saling tukar-menukar barang, hai ini sering disebut dengan 

”double coincidence of wants”. 

Barter terlihat begitu sederhana, namun dibalik itu bisa saja muncul 

berbagai macam masalah seperti tidak mudahnya mencari orang yang 
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kebetulan mempunyai double coincidence of wants. (Insukindro, 1997 : 2). 

Berbagai macam masalah yang terjadi dengan barter secara tidak langsung hal 

tersebut menuntut adanya barang atau alat/media tukar yang mampu menjadi 

jembatan atau media pertukaran. Tentu saja alat atau media tersebut 

diharapkan dapat pula menjadi alat pengukur yang dapat diterima semua 

individu atau kelompok yang terlibat. 

Muncul dikemudian hari ”uang barang” (commodity money) berbentuk 

logam yaitu logam emas dan perak. Alat tukar dengan menggunakan emas dan 

perak dikenal sejak imperium Roma dan imperium Persia yang dikenal dengan 

sistem Bimatailisme yaitu sistem yang berdasarkan berat logam emas dan 

perak (Eka, 2006 : 1). Dengan menggunakan standard logam emas dan perak, 

ternyata belum mampu mangatasi beberapa permasalahan barter, karena biaya 

penyimpanan, biaya informasi dan nilai logam yang kadang tidak stabil jika 

terjadi gejolak dipasar barang yang bersangkutan. Hal itu sangat menghambat 

perkembangan ekonomi, butuh waktu lama untuk meningkatkan 

pembangunan di berbagai aspek kehidupan, karena aktivitas ekonomi semakin 

ramai dan butuh waktu cepat sementara peredaran emas dan perak begitu 

lamban karena berbagai macam sebab lainnya. 

Kemudian ketika sampai saatnya dikenal alat atau media baru yang  

relatif stabil. Dari sinilah dikenal dengan ”uang” yang netral, dalam arti 

bahwa nilai bahan uang itu tidak berpengaruh terhadap nilai yang tertera pada 

uang tersebut. Uang inilah yang kita kenal sekarang dan nilainya didasarkan 

pada kepercayaan serta ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di 
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suatu negara. Dengan bentuk uang, maka mulailah berkembang transaksi jual 

beli. 

Uang telah banyak merubah wajah dunia dan membuat pola hidup 

menjadi mudah sehingga dalam waktu sekejap wajah dunia seakan disulap. 

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang, uang 

memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. 

Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu 

penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. 

Pada pelaksanaannya, uang tidak bisa secara total mengatasi masalah 

barter dan penggunaan uang logam. Hal ini dikarenakan baik karena tidak 

praktis tapi juga sering terjadi perampokan atau kehilangan tanpa tersedia 

upaya pengamanan yang memadai. Resiko membawa uang tunai dalam 

jumlah besar membuat penggunaan uang dalam transaksi tidak efektif karena 

pada saat itu juga berbagai bentuk kejahatan sedang mengintai, perampokan, 

kehilangan, pemalsuan dan lain sebagainya. 

Penggunaan uang seperti diuraikan di atas pada dasarnya terbatas pada 

lingkup pengertian uang dalam bentuk fisik, yaitu uang tunai berupa uang 

kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Lalu bagaimana dengan 

penggunaan uang tidak tunai? Dengan semakin pesatnya temuan sistem 

perbankan, membuat kegiatan transaksi keuangan mengarah pada penggunaan 

uang sebagai suatu komoditi yang tidak berbentuk secara konkret (intangible 

money). Penggunaan uang tidak tunai dalam transaksi ekonomi sudah dikenal 
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secara terbatas pada abad ke-18, saat dimulainya evolusi sistem perbankan, 

proses giralisasi dan lain sebagainya. 

Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak 

berbentuk uang tunai, penggunaan alat bayar ini sering disebut dengan kartu 

plastik atau ada yang menyebutnya dengan uang plastik. Walaupun eksistensi 

kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem 

pembayaran dengan menggunakan uang cash atau cek, tetapi terutama untuk 

kegiatan pembayaran yang day to day dengan jumlah pembayaran tingkat 

menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser 

peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat 

menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, 

untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang cash, sementara 

untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-

surat berharga lainnya. 

Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan 

oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam teransaksi keuangan. 

Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai 

alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan 

penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di samping berfungsi sebagai alat 

pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat ligitimasi bagi seseorang yang 

namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan 

identitas tersebutlah yang berhak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh 

kartu kredit yang bersangkutan. 
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Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam 

memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat 

dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit 

sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu 

maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat 

pembayaran dengan mengunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar 

penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan 

aman dan lancar. 

Berkaitan dengan teknologi yang saat ini digunakan dalam kegiatan 

kartu kredit yaitu magnetic stripes yang dinilai semakin rawan terhadap 

berbagai modus operandi kejahatan (fraud), perlu diatur kewajiban 

penyelenggaraan untuk meningkatkan keamanan. Laju perkembangan 

teknologi terkadang lebih cepat digunakan oleh tangan-tangan yang tidak 

bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan  dari pada digunakan 

untuk menunjang peningkatan sarana transaksi dan lain sebagainya. Hal 

tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi bank, untuk mengantisipasi terjadinya 

tindak kejahatan terhadap teknologi perbankan yang akan merugikan semua 

pihak dalam pelaksanaan kegiatan kartu kredit yang diterbitkannya. 

Kejahatan terhadap kartu kredit sudah banyak jumlahnya dengan 

berbagai macam modus. Dari yang manual sampai yang menggunakan 

teknologi canggih, dari yang dilakukan dengan unsur paksaan dan kekerasan 

hingga dengan cara yang begitu halus. Modus yang sering digunakan pelaku 

kejahatan kartu kredit untuk melakukan aksinya adalah dengan mamanfaatkan 
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kecanggihan teknologi dengan cara mencuri/membobol data dan dengan unsur 

penipuan yaitu meminta data pemegang kartu kredit pada saat terperangkap 

melakukan transaksi palsu. Kejahatan dengan modus seperti ini dikenal 

dengan instilah carding. Kasus carding atau penipuan kartu kredit, yaitu 

penggunaan kartu kredit secara illegal/tidak sah untuk memesan atau membeli 

barang via internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit orang lain 

untuk pembayaran barang yang dipesan/dibeli. 

Kasus baru pemembobolan kartu kredit yang kini (Senin, 15/09/2008) 
sedang ditangani  Satuan Cyber Crime Polda Metro Jaya bekerjasama 
dengan kepolisian Singapura dan Federal Berau of Investigation (FBI) 
menangkap pelaku pembobolan kartu kredit sejumlah perusahaan 
internasional. Total kerugian mencapai US$ 200.000 atau sekitar Rp 2 
miliar. Tersangka, Afung (30), telah ditahan sejak Juli 2008 lalu. 
Afung yang merupakan warga Palembang diduga telah melakukan 
kejahatan ini sejak tahun 2005 
(http://www.detikinet.com/read/2008/09/15/101606/1006202/399/pela
ku-pembobol-kartu-kredit-rp-2-m-diciduk). 

Selain kejahatan digital yang dilakukan terhadap kartu kredit, juga 

banyak terjadi kejahatan manual seperti pencurian, penggandaan slip 

transaksi, penagihan terhadap transaksi yang tidak dilakukan, sikap debt 

collector yang tak jarang mengandung unsur tindak pidana kekerasan. 

Salah satu contoh sikap sewenang-wenang debt collector dialami oleh 
Bambang Mulyono. Ia menyatakan telah melunasi tagihan kartu 
kreditnya sebesar Rp 1,5 juta sebanyak 4 kali masa pembayaran. 
Namun kemudian ada orang yang mengaku sebagai debt collector dari 
Bank Danamon datang ke rumahnya, dan memaksa mengambil TV LG 
21 inch sebagai pengganti pembayaran 
(http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/05/22/brk,20050522-
61334,id.html). 

Persoalan kartu kredit muncul beriringan dengan pesatnya jumlah 

pengguna kartu kredit. Ironisnya, ketika muncul persoalan seperti di atas, 
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pihak konsumen sering disalahkan selaku pengguna kartu, walaupun 

sebenarnya pihak bank selaku penyelenggara (provider) punya andil dalam 

memunculkan kompleksitas persoalan tersebut. Kesiapan penyelenggarakan 

alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit merupakan kewajiban para 

pihak, bank selaku penyelanggara utama adalah pihak yang paling 

bertanggung jawab atas persiapan tersebut dan segala sesuatu yang terjadi 

berkenaan dengan kartu kredit, dari bagaimana proses awal kartu akan 

diterbitkan yaitu standarisasi penerbitan kartu, proses pelaksanaan yang 

berkaitan dengan fasilitas, kenyaman dan keamanan semua perangkat yang 

dipakai serta bagaimana finishing penerbitan kartu yang berkaitan dengan 

ketentuan-ketentuan pemakain serta penyelesaian sengketa konsumen apabila 

nantinya terjadi masalah yang merugikan mereka. 

Upaya meraup keuntungan yang berlipat-lipat pihak bank bekerja keras 

untuk menarik simpati para nasabah. Mulai dari iklan kemudahan transaksi, 

fasilitas dan iming-iming hadiah yang besarpun gencar dipromosikan dan 

dikampanyekan. Namun mereka lupa akan suatu hal yang terpenting dari itu 

semua, yaitu kepentingan konsumen untuk mendapatkan layanan nyaman, 

produk berkualitas dan transaksi yang aman. Kepentingan konsumen pada 

kurun waktu tersebut seolah-olah tertinggal jauh jika dibandingkan dengan 

kepentingan para pelaku usaha, bahkan hak-hak konsumen termasuk menuntut 

ganti rugi pada saat konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi, menggunakan 

atau memakai barang dan jasa untuk kebutuhannya tidak jelas peraturannya. 
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Fakta menunjukkan bahwa konsumen adalah pihak yang lemah, yang 

membutuhkan perlindungan hukum. Apabila ditelusuri dengan mengkaji lebih 

lanjut tentang karaktristik sengketa konsumen (consumer disputes) dapat di 

identifikasi sebagai berikut :  

Pertama, sengketa konsumen lahir dari tidak adanya keseimbangan 

kedudukan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Ketidakseimbangan 

kedudukan inilah yang seringkali menyulitkan konsumen untuk berjuang 

 sendiri dalam meyelesaikan sengketa yang dihadapinya, sekalipun hak-

haknya secara yuridis dilindungi oleh undang-undang.  

Kedua, konsisi social ekonomi konsumen pada umumnya adalah 

miskin (kecuali mereka adalah konsumen mobil mewah, real estate, atau 

peralatan rumah tangga yang mahal). Daya beli yang pas-pasan  jelas tidak 

memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan hukum (melalui 

lawyer). Hambatan psikologis ada  pada mereka untuk memasuki prosedur 

hukum formal, disamping itu ada sinyalemen “banyak lawyer” yang tidak 

cukup familier dengan persoalan-persoalan yang dihadapi mayarakat miskin. 

Pada akhirnya bantuan hukum lebih didominasi oleh kasus-kasus criminal, 

perkawinan, ketimbang kasus-kasus konsumen. 

Ketiga, pemberian ganti rugi yang lebih spisifik juga sekaligus 

merupakan “kritik” atas dunia peradilan formal yang cenderung tidak efektif. 

Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan  tidak 

cocok, karena sangat formal, lama, berbelit-belit dan mahal. Gambaran 
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peradilan formal yang demikian itulah yang jelas tidak cocok sebagai media 

penyelesaian sengketa konsumen. 

Dalam kegiatan pasar, pelaku usaha dan konsumen sama-sama 

mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah 

memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan 

konsumen adalah kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan 

pelaku usaha. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai 

sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki 

posisi lebih kuat. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi atau 

memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga 

konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan (Muhammad, 2004 

: 2-3). 

 Implementasi penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang telah 

memasuki tahun ke 9 (sembilan) sejak diberlakukannya Undang-Undang No.8 

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tahun 1999. Penerapannya 

secara umum masih belum optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat/ 

konsumen terutama konsumen kartu kredit yang sampai hari in masih terlantar 

tidak jelas arahnya. 

Selain dari undang-undang pelindungan konsumen sebagaimana di 

atas, tidak adanya perhatian serius terhadap konsumen dan buruknya nasib 

mereka tidak terlepas dari pengaruh dari sistem yang dianut dalam 

perekonomian. Indonesia dikenal sebagai negara hukun dengan menganut 

sistem ekonomi bersama atas asas kekeluargaan (UUD 1945, Pasal 33, Ayat 
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1), namun nasib konsumen masih sangant memprihatinkan, hal itu disebabkan 

pada kenyataannya negara lebih cenderung pada sistem ekonomi kapitalisme. 

Hal ini juga dapat dilihat dan dibandingkan nasib konsumen pada negara yang 

menganut sistem ekonomi kapitalis liberal dengan negara bersistem ekonomi 

sosialisme. Keduanya menggiring konsumen pada kondisi yang 

memprihatinkan. Walau sudah terjadi banyak modifikasi terhadap dua sistem 

ekonomi tersebut guna menutup kelemahan yang ada, namun masalah 

buruknya nasib konsumen tidak pernah reda. 

Ditengah kemelut berbagai macam persoalan perlindungan konsumen 

dalam teori ekonomi yang selama ini digunakan, muncul wacana dan 

pemikiran tentang hal tersebut dalam hukum atau ekonomi Islam. Para 

pemikir dan ekonom muslim mencoba menggali lebih dalam hukum-hukum 

perlindungan konsumen dalam khazanah perbendaharaan hukum Islam yang 

selama ini terpendam dalam jauh terlupakan. Hukum Islam sangat kaya dalam 

hal hukum perlindungan konsumen, hal ini karena memang Islam mempunyai 

keunggulan dan ciri khas dibandingkan dengan hukum ekonomi yang lain. 

Nampak dari nash-nash syara’ tentang mu’amalah yang lebih cenderung dan 

tertuju pada usaha menghindarkan segala bentuk kedhaliman terhadap semua 

pihak baik pelaku usaha maupun konsumen. 

Hukum dan teori-teori dalam Islam lebih banyak mengedapankan 

unsur moral yang bertujuan tercapainya keadilan tanpa ada yang dirugikan 

sebagaimana tersirat dari jelas sebuah hadits yang berbunyi : 

����������	 ��������  



 

 

11 

”Tidak ada tindakan bahaya (rugi) dan membahayakan (merugikan)” 

(HR. Ibnu Majah, al Daruquthni dan lainnya dari Abu Sa’id al Khudri) (Ibnu 

Rajab, 1990 : 301 No : 32). 

Maka, melihat berbagai permasalahan di atas, sudah seharusnya 

dilakukakan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

NASABAH PERBANKAN SEBAGAI KONSUMEN KARTU KREDIT 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Penelitian ini mencoba 

menganalisis pelaksanaan kartu kredit perbankan dari segi perlindungan 

konsumennya kemudian dianalisis dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian 

ini sangatlah mutlak untuk dilakukan karena sampai saat ini permasalahan 

konsumen kartu kredit terus terjadi dan makin bertambah. 

Maka dengan tulisan yang pendek dan sederhana ini penulis 

bermaksud memberi warna baru yang berbeda tentang konsep 

penyelenggaraan perlindungan konsumen yang selama ini ada dengan 

mengungkapkan teori perlindungan konsumen perspektif ekonomi Islam. 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan semua permasalahan kartu kredit 

terutama perlindungan hukum bagi konsumennya akan terselesaikan. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahpahaman dalam memaknai 

judul penelitian ini, maka perlu adanya kata kunci yang jelas tentang makna 

kata yang ada pada judul ini. Oleh karena itu akan ditegaskan beberapa istilah 

yang digunakan dalam kajian ini, yaitu : 
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1. Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perlindungan hukum bagi konsumen, karena pembahasan perlindungan 

konsumen adalah kaitannya dengan hukum. Disebutkan dalam Pasal 1 (1) 

UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan 

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek 

hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan itu bukan sekedar 

fisik, melainkan terlebih hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain 

perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang 

diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen (Shidarta, 2000 : 16).   

2. Nasabah Perbankan 

Nasabah Perbankan adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau 

menjadi langganan bank, sehingga dalam kajian penelitian ini yang 

dimaksud dengan nasabah perbankan adalah nasabah bank yang sudah 

menjadi langganan atau konsumen pemegang dan pengguna kartu kredit 

yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. 

3. Kartu Kredit 

Kartu Kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh 

suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran 

transaksi pembelian barang atau jasa yang pembayaran pelunasannya dapat 
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dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka 

tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran (Y. Sri, 2000 : 

167). 

4. Perspektif 

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998 : 675. 

5. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia 

(Ali, 2008 : 4). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah yang telah 

dijelaskan di depan, untuk memperoleh pembahasan dan hasil penelitian yang 

terarah dan fokus maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Bagaimana pelindungan hukum yang dipraktekkan oleh pihak perbankan 

untuk melindungi para nasabah sebagai konsumen kartu kredit? 

2. Apa konsep hukum Islam dalam upaya melakukan perlindungan hukum  

bagi nasabah perbankan sebagai konsumen kartu kredit? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian ini di 

antaranya adalah :  

1. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak  perbankan 

dalam upaya melindungi para nasabah sebagai konsumen kartu kredit. 

2. Untuk mengetahui konsep hukum Islam dalam melakukan perlindungan 

hukum bagi nasabah perbankan sebagai konsumen kartu kredit. 

Kegunaan yang  menjadi target dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Teoritis 

a. Untuk menambah khazanah keilmuan terutama dibidang ilmu hukum 

Islam dan semoga bisa dijadikan sumber acuan keilmuan dan 

pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan penulis sendiri dan 

masyarakat luas. 

b. Langkah sosialisasi tentang pentingnya perlindungan konsumen 

kepada masyarakat konsumen yang selama ini posisi mereka sering 

kali diabaikan agar sadar akan hak-hak mereka dan bisa segera 

melindunginya secara mandiri. 

2. Praktis 

a. Sebagai kontribusi ilmu hukum terhadap perusahaan atau lembaga-

lembaga bisnis keuangan yang menerbitkan kartu kredit khususnya 

untuk lebih memperhatikan konsumen dan memposisikan mereka 

sebagai mitra kerja. 
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b. Sumbangsih penulis dalam bentuk himbauan dan permohonan terhadap 

pemerintah terutama aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam 

menegakkan hukum perlindungan konsumen sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

3. Akademis 

a. Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna 

menyelesaikan program Strata Satu (S1) dan Memperoleh Gelar 

Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada Fakultas Agama Islam Jurusan 

Syari’ah Mu’amalaj Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Penelitian ini dilakukan sebagai wacana dan langkah awal bagi penulis 

untuk melakukan penelitian-penelitian akademik berikutnya. 

 

E. Kajian Pustaka 

Perlindungan konsumen sudah banyak dibahas oleh para pakar hukum 

maupun pemerintah sebagaimana dengan diterbitkannya Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian 

dibahas lebih lanjut oleh Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman dan bukunya 

Hukum Perlindungan Konsumen. Sidarta dalam bukunya Perlindungan 

Konsumen Indonesia yang membahas tidak jauh dari seputar bagaimana 

penegakan hukum untuk melindungi konsumen. Elsi dalam bukunya Hukum 

Dalam Ekonomi membahas tentang apa saja tujuan ditegakkannya 

perlindungan hukum terhadapa konsumen. John Pieris dalam bukunya Negara 
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Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa 

membahas tentang lemahnya kedudukan konsumen mengakibatkan lemahnya 

posisi hukum, sehingga untuk melakukan upaya hukum selanjutnya sulit bisa 

dicapai. Pembahasan lebih lanjut ditulis oleh Muhammad dalam bukunya 

Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam yang menguraikan 

tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam Islam, dalam pembahasan 

tersebut dikatakan bahwa perlunya penegakan hukum konsumen terutama 

dalam Islam dikarenakan adanya sistem perjanjian transaksi yang sudah tidak 

memenuhi unsur keseimbangan dan lebih banyak medudukkan konsumen 

dalam posisi yang lemah. 

Namun dari berbagai macam pembahasan yang ada, sesuai dengan 

pengetahuan penulis belum ada yang membahas secara khusus tentang 

perlindungan hukum terhadap konsumen kartu kredit yang dalam tinjauan 

hukumnya menggunakan ketentuan atau aturan-aturan hukum Islam. Maka 

melalui pembahasan kali ini, penulis ingin mengungkapkan tentang 

perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan sebagai konsumen kartu 

kredit dengan menggunakan teori dan ketentuan hukum Islam. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk Penelitian Perpustakaan (Library Research) 

mengingat bahwa penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-data 
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dan fakta-fakta yang sudah tertulis dalam buku, jurnal, majalah dan media 

informasi lainnya seperti website. 

2. Sumber Data 

Sebagai bahan dasar dalam pembahasan perlindungan konsumen 

ini, dibutuhkan data yang tidak sedikit dan pengetahuan yang lumayan 

cukup luas agar dalam proses penelitian dapat mengidentifikasi suatu 

masalah dari berbagai arah sehingga bisa menghasilkan sebuah 

kesimpulan yang akurat dan mudah diterima serta mengasilkan sebuah 

nilai kebenaran yang sebenar-sebenarnya. Maka pada pembahasan masalah 

ini, digunakanlah data-data yang diperoleh dari dua macam sumber data 

berikut ini : 

a. Primer 

Data primer diperoleh dari buku karya Drs. Muhammad, M.Ag dan 

Alimin, M.Ag. yang membahas tentang Etika & Perlindungan 

Konsumen Dalam Ekonomi Islam.  Karangan Prof. Dr. H. Veithzal 

Rivai, M.B.A., Andria Permata Veithzal, B.Acct., M.B.A. dan Ferry 

Novindra Idroes, S.E., M.M. tentang Bank And Financial Institution 

Management Conventional & Sharia System. 

b. Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan 

dengan pembahasan penelitian seperti, Banking Cards Syariah; Kartu 

Kredit Dan Debit Dalam Perspektif Fiqih karangan Prof. Dr. Abdul 

Wahab, Hukum Perlindugan Konsumen Indonesia karya Shidarta, 
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Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, 

Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit) 

karangan Munir Fuady, S.H., Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya 

karangan Kasmir, S.E., M.M. dan sumber data-data lain seperti, 

makalah, catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger dan agenda serta lainnya. 

Untuk mengetahui berbagai macam kasus yang terjadi dengan 

kartu kredit, penulis mengambil data dari website-website atau situs-situs 

internet yang memuat tentang berbagai macam kasus tersebut. Kemudian 

data tersebut dijadikan acuan untuk menganalisis perlindungan hukum 

bagi nasabah perbankan sebagai konsumen kartu kredit dalam perspektif 

ekonomi Islam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Metode Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda (Suharsimi, 1998 : 236) dan berbagai macam 

media informasi lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. 

4. Pendekatan Penelitian 

Sebagai proses identifikasi untuk mencocokkan data dengan suatu 

kasus maka perlu pendekatan yang digunakan, sedangkan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Normatif yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan cara menjadikan norma hukum dalam 
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hal ini hukum (ekonomi) Islam untuk memaparkan, melihat dan 

menganalisa suatu masalah sehingga dapat diperoleh aturan hukum yang 

jelas mengenai masalah tersebut. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat 

diambil suatu kesimpulan yang konkret mengenai persoalan yang diteliti. 

Adapun metode analisis data yang dipergunakan adalah : 

a. Induktif, yaitu mempelajari dan menganalisa sebuah masalah berangkat 

dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, 

kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus 

konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat 

umum (Sutrisno, 1987 : 42). 

b. Deduktif, yaitu mempelajari dan menganalisa sebuah masalah 

berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik-tolak 

pada pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian atau 

masalah yang khusus (Sutrisno, 1987 : 42) 

Pada praktenya nanti dalam pembahasan masalah ini adalah 

dimulai dari bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak 

perbankan untuk melindungi para nasabah sebagai konsumen kartu kredit 

yang kemudian di tinjau ulang dengan ketentuan hukum perlindungan 

konsumen dalam ekonomi islam yaitu teori-teori yang digali dari Al-Quran 

dan As-Sunnah. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai 

pembahasan masalah perlindungan hukum terhadap konsumen kartu kredit, 

maka sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

Bab I : Pemaparan tentang latar belakang masalah yang menjadi obyek 

kajian dalam penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II : Pembahasan tentang kartu kredit secara umum yang terdiri 

dari definisi, sejarah, pihak-pihak yang terkait, dasar hukum, karakteristik 

yuridis, jenis-jenis, mekanisme kerja dan manfaat penggunaan kartu kredit. 

Bab III : Pembahasan tentang teori perlindungan hukum bagi 

konsumen yang meliputi definisi konsumen, kedudukan konsumen dan 

perlindungan konsumen dalam ekonomi islam. 

Bab IV : Analisis pembahasan 

Bab V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran serta penutup. 

Daftar Pustaka 

Lampiran 

 


